PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
KECAMATAN WAIGETE

Jalan Raya Maumere-Larantuka NO. telp
WAIGETETT

Menimbang

Mengingat

KEPUTUSAN

CAMAT WAIGETE
Momor: 13 TAHUN 2015
TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI ( PAUD )

KELOMPOK BEREMAIN BAQO BLUTUK WATUBALA
CAMAT WAIGETE,

¥

bahwa Kelompok Bermain merupakan salah satu bentuk satuan Pengembangan
Anak Usia Dini ( PAUD ) sebagaimana termuat dalam  Undang - undang Nomor
20 Tahun 2003 tentang Sisterm Pendidikan Nasional menyatakan bahwa upaya
pembinaan yang ditujukan kepada anak merupakan Dasar Pencapaian Bagi
Keberhasilan Pendidikan Pemula;

bahwa Pengembangan Anak Usia Dini dapat diakses oleh masvarakat melalui
Pembentukan Lembaga Paud dalam bentuk Kelompok Bermain;

bahwa Kelompok Bermain BAO BLUTUK WATUBALA telah menyelenggarakan
pelayanan bagi anak usia dini sejak Tahun 2008 sampai sekarang berjalan
dengan baik.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, b, dan ¢
perlu  menetapkan Keputusan Camat Waigete tentang Pemberian Izin
Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini (Paud);

Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah
Tingkat |l dalam wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa
Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 12Z, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 1655);

Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
(Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Momor 3143);

Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
(Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomeor 165, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235];
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Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua atas Undang — undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Femerintahan Daersh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4484);
Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5063):

Undang - Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan
dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republi'k Indonesia
Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5080);

Undang — Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Fendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 40,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan
Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tzahun 2007
Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahuan 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4863); .

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan
(Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2008 Nemor 91, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
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Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4941);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66
Tahun 2010{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nlomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 28 Tahun 2007 tentang Urusan
Pemerintzhan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka
(Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2007 Nomor 28 Seri F Nomor 21,
Tambahan Lembaran kabupaten Sikka Nomor 35];

Petaturan Daerah Kabupaten Sikka Nomer 10 Tahun 2014 Tentang Pelimpahan

Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat

MEMUTUSKAN :

Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Kepada:

Nama Lembaga ¢ Kelompok Bermain BAQ BLUTUK
WATUBALA

Alamat . JIn. RAYA MAUMERE - LARANYUKA

Kelurahan/Desa :  Wairterang '

Kecamatan :  Waigete

Kabupaten : Sikka

Pemimpin/ Penanggungjawab : Maria Epiphania Dua Seti

Pengelola :  Theresia Yuniwati

Pemegang Izin Operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum ke satu

mempunysi tugas :

1. menyelenggarakan kegiatan Pengembangan Anak Usia Dini ( PAUD )
sehingga memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;

2. membuat laporan berkala setiap 3 ( tiga ) bulan sekali berdasarkan model
yang ditetapkan; dan

3. laporan bulanan tentang kegiatan Paud sebagaimana dimaksud dalam poin
2 wajib dikirimkan ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.dan Camat
Waigete

Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini [ PAUR )

Kelompok Bermain (Kober} BAO BLI.ITUEI WATUBALA tersebut berlaku selama

3 ( tiga ) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan keputusan ini;



KEEMPAT . Satu bulan sebelum izin operasional ini berakhir pemegang izin operasional
wajib menyampaikan ke Dinas PPO dan Camat Waigete dengan membawa serta

laporan akhir tentang perkembangan PAUD;

KELIMA . Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkandi  : Waigete
Pada tanggal 107 Juli 2015

L el B
IRU
Pembina

NIP. 19670919.199903 1. 006



\ ﬁﬁm PUSAT DATA& STATISTIKPENDIDIKAN | .. - |

f Moo faknk Seknlah Mations :summ#mmur.mrmummm e o "’

e

PENGA.IUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

. Yang mengajukan

mama Kepals Sekoian [IT-|H|E‘:,|E|EIIS_|I l.qll :'?!|U]Mif iwl‘qllﬂfl 1 | I_1J

i Identitas Sekolah
cwmoseow [P Lols] [plalulp | 12lelole[i[ulTlulk] [ |
b, Blamat :[Pﬂ T S|~ wl,t:-. T uibia LLA | | I
plelslal Joall elTlelrlollel | | | |
¢. lenjang Sekolsh [\/_i /A E_; SOy D SIIPFNETS D SAMAMMLASMX E] S8
& Srans Sebalah z U Hegesi - Em;tsl.a
e progns e LT T T T T
f. Kabupaten/Kota Is\ L !‘:|A5 | . l l | i l
. Kecamatan iw _1-' G‘!t’1T EI | ! ] ]
kikaiinhae |L_I~Jlﬁ[_1 lelrlelelalael 1 L LT T TLI
|

L8 ENEEEEEER R EREN

. Legalitas Sekolah

4 Me. SKflzin Pendirian Sekolah Ek:, I |T LA ]H |u lAI ]i l':'il 151 l |
b, Tanggal ﬂ HD 1 D‘“ ] |¢2tﬂ1’l |EJ

£ Mo. SK/lzin Operasional Sekolah : H b [ ["]‘ ;A [H[U. ‘l‘-" 2 [Ui | 1;;)'-1 [ I

= Tol7] fol7] 2le[1 5]

i

[
|
B
[

5
|
|
||
[ ]

inas Pendidikan,

Keterangan

AR
1. Hiorap melergm i gl prrenandst s ol S, ¥

¢ ol diserahkan kepata Operator Dinas pangidikan Kabupaten/Kota selempat-
3 weampirkan Foto Copy Surat Keterangarn v Pendirian Sekolah & Operasional Sekodah,
4 Pastikan Anda meneerima CETAK TANTDA BUKT Pengajuan NPEN Bar,
G fike mengalami Yendata, Harap menghubung! Pusat Pelayanan Fmail | prsoiE kemdikbud go.id
£ Dalam pengician iocmlic, Anda telah menyetujul keteatuan lyana yang berlaku,




